
 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH 

TAHUN 2024 

 

1. Unit Organisasi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

2. Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah. 

3. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Fungsi : a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan 

pelaporan; 

b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum 

umum,kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; 

c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan 

pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi 

dan bantuan hukum; 

d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi 

Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakata; 

e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk 

mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, 

pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; 

f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. 

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

SEKRETARIAT JENDRAL 

1 Meningkatnya 
pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Lingkup 
Kantor Wilayah 

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

100 % 
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 

2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 

ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

1. Meningkatnya PNBP 
Ditjen AHU di Kantor 
Wilayah 

Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU 
di Kantor Wilayah 

6% 

2. Terwujudnya 
penyelesaian 
pengaduan masyarakat 
terkait dugaan 
pelanggaran jabatan 
notaris di Kantor 
Wilayah 

Persentase laporan pengaduan masyarakat 
terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris 
dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor 
Wilayah yang diselesaikan 

90% 

3. Terwujudnya 
penyelesaian Layanan 
BHP 

Persentase permohonan Layanan BHP 
yang diselesaikan 

90% 

PEMASYARAKATAN 

1. Terwujudnya 
Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di 
Wilayah 

Indeks  Penegakan Hukum Pemasyarakatan 
di Wilayah 

3,6 Indeks 

2. Meningkatnya 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkup UPT 
Pemasyarakatan 

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT 
Pemasyarakatan 

100% 

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 
Pemasyarakatan terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 

KEIMIGRASIAN 

1. Optimalnya Penegakan 
Hukum Keimigrasian di 
Kewilayahan 

Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia 
di Kewilayahan yang Ditangani 

90% 

Persentase Tindakan Administratif 
Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani 

90% 

2. Meningkatnya Layanan 
Keimigrasian di 
Kewilayahan 

Persentase Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap 
Total Permohonan Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang Diterima 

90% 

3. Meningkatnya 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Lingkup 
UPT Imigrasi 

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi 

100% 

Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT 
Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan 

3,1 Indeks 



 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1. Terwujudnya 
Penegakan Hukum 
Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

Persentase Penyelesaian Aduan 
Pelanggaran Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

30% 

2 Meningkatnya 
Pemahaman 
Masyarakat terhadap 
Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

Persentase Masyarakat yang Memahami 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 

70% 

Persentase Peningkatan Permohonan 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 

20% 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. Terfasilitasinya 
Rancangan Produk 
Hukum di Daerah 

Persentase Rancangan Produk Hukum di 
Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

80 % 

2. Meningkatnya 
Pembinaan Perancang 
Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan 
Tenaga Perancang Peraturan Perundang-
undangan 

22 Orang 

HAK ASASI MANUSIA 

1. Meningkatnya 
Pemerintah Daerah 
yang Melaksanakan 
Program Aksi Hak Asasi 
Manusia serta 
Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan 
Pengaduan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang Ditindaklanjuti oleh 
Pemangku Kepentingan di Kewilayahan 

50% 

Persentase K/L/D yang mendapatkan 
diseminasi dan Penguatan Hak Asasi 
Manusia terhadap total K/L/D di 
Kewilayahan 

25% 

Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak 
Asasi Manusia terhadap Total 
Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di 
Wilayah 

35% 

Persentase Pelaksanaan RANHAM di 
Kewilayahan 

75% 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan 

3,33 Indeks 

2. Meningkatnya Produk 
Hukum Daerah yang 
Berperspektif Hak Asasi 
Manusia 

Persentase Tanggapan terhadap 
Rekomendasi Produk Hukum Daerah 
Berperspektif Hak Asasi Manusia yang 
Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi  
Produk Hukum Daerah yang Disampaikan 

90% 

BADAN PEMBINAAN HUKUM UMUM 

1. Terwujudnya Analisis 
dan Evaluasi Produk 
Hukum di Wilayah serta 
Fasilitasi Perencanaan 
Peraturan Daerah 

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk 
Hukum yang Dilakukan 

1 Dokumen 

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan 
Daerah 

1 Dokumen 



 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

2. Terwujudnya 
Pengelolaan 
Keanggotaan JDIHN di 
Wilayah 

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola 
terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah 

25 % 

3. Meningkatnya Layanan 
Bantuan Hukum di 
Wilayah 

Persentase Layanan Bantuan Hukum 
Litigasi yang Diberikan terhadap Total 
Permohonan Layanan Bantuan Hukum 
Litigasi 

82 % 

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non 
Litigasi yang Diberikan terhadap Total 
Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non 
Litigasi 

80 % 

4. Meningkatnya Desa 
Sadar Hukum di 
Wilayah 

Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan 
Sadar Hukum yang memenuhi kriteria 
sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap 
Total Usulan Kantor Wilayah 

70 % 

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM 

1. Terwujudnya 
kemanfaatan 
rekomendasi kebijakan 
hasil analisis strategi 
kebijakan di bidang 
hukum dan hak asasi 
manusia di wilayah 

Persentase rekomendasi kebijakan hasil 
analisis strategi kebijakan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia di wilayah yang 
ditindaklanjuti 

80 % 

 

 

                   Kepala Kantor Wilayah 
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